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ABSTRAK 

Adanya penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk (1) mengetahui 

penjaminan hak-hak yang dapat Lembaga Pemasyarakatan berikan kepada 

narapidana lanjut usia; dan (2) untuk mengetahui akibat hukum yang ada ketika 

penjaminan hak-hak narapidana terlaksana. Selanjutnya jenis kajian yang ada pada 

riset ini yakni hukum yuridis empiris yang berdasar akan kesenjangan diantara law 

in book dan law in action yaitu kesenajangan antara teori dengan realita melalui 

penggunaan sifatt kajian deskriptif. Terdapat pendataan sekunder yang meliputi 

bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Kajian ini diadakan pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Cara pengelompokkan pendataan dalam riset 

ini diadakan dengan teknik Non Probality Sampling dan data diolah dengan 

kualitatif adapun hasilnya untuk kajian ini menyatakan bahwasannya terkait dengan 

penjaminan atas hak narapidana yang ada kepada narapidana lanjut usia belum 

selengkapnya dilaksanakan secara baik dan disesuaikan akan perundangan, terbukti 

saat melakukan wawancara ada beberapa poin dalam undang-undang belum 

terlaksana dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah overcapacity, tidak 

sebandingnya antara jumlah petugas dan narapidana sehingga narapidana lanjut 

usia kurang diperhatikan dan kurang fasilitas yang memberi dukungan pengadaan 

pemberian hak-hak kepada narapidana lanjut usia; dan (2) akibat hukum yang 

ditimbulkan saat penerapan atau penjaminan hak-hak narapidana lanjut usia 

dijalankan terjadi 2 faktor yang timbul yaitu psikologis yang terdapat dalam Huruf 

(i) Pasal 9 UU No. 22 tahun 2022 mengenai kemasyarakatan perubahan atas UU 

No. 12 tahun 1995 mengenai kemasyarakatan yuridis berupa perundangan serta 

kebijakan yang diberlakukan serta menjadi pedoman Lembaga masyarakat atas 

jaminan hak narapidana. 
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ABSTRACT 

The existence of this research is carried out with the aim of (1) knowing the 

guarantee of rights that the Correctional Institution can provide to elderly 

prisoners; and (2) to find out the legal consequences that exist when the guarantee 

of prisoners' rights is implemented. Furthermore, the type of study in this research 

is empirical juridical law which is based on the gap between law in book and law 

in action, namely the gap between theory and reality through the use of descriptive 

studies. There is secondary data collection which includes primary, secondary and 

tertiary legal materials. This study was conducted at the correctional institution 

class II Bsingaraja. The way of grouping data collection in this research is held 

with Non Probality Sampling technique and the data is processed with qualitative 

as for the results of this study states that related to the guarantee of the rights of 

existing prisoners to elderly prisoners is not yet fully implemented properly and 

adjusted to the legislation, as evidenced when conducting interviews there are 

several points in the law that have not been implemented due to several factors, 

including overcapacity, not comparable between the number of officers and 

prisoners so that elderly prisoners are less cared for and less facilities that provide 

support for the provision of rights to elderly prisoners. and (2) the legal 

consequences arising from the provision of rights to elderly prisoners; and (2) the 

legal consequences arising when the application or guarantee of the rights of 

elderly prisoners is carried out, there are 2 factors that arise, namely the 

psychological contained in Letter (i) Article 9 of Law No. 22 of 2022 concerning 

the community amendment. 22 of 2022 concerning the society of amendments to 

Law No. 12 of 1995 concerning juridical society in the form of legislation and 

policies that are enacted and become community institutional guidelines for the 

guarantee of the rights of prisoners. 
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